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PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2025/MS.Mrd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU

Memeriksa  dan  mengadili  perkara-perkara  tertentu  pada  tingkat

pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam

perkara Cerai Gugat yang diajukan secara e-Court oleh:

PENGGUGAT,  Tempat  Tinggal  di  abupaten  Pidie  Jaya  Provinsi  Aceh,

Selanjutnya disebut Penggugat

melawan

TERGUGAT,  Tempat  Tinggal  di  Kabupaten  Pidie  Jaya  Provinsi  Aceh.

Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7

Januari  2025  yang  terdaftar  secara  ecourt di  Kepaniteraan  Mahkamah

Syar'iyah  Meureudu  dengan  register  perkara  Nomor  1/Pdt.G/2025/MS.Mrd

tanggal 8 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22  Maret  2019, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, sebagaimana

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0041/012/III/2019, tertanggal

22 Maret 2019, dengan mahar emas 13 (Tiga Belas) Manyam;

2. Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  hidup  rukun

sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dengan  baik,  telah  berhubungan

badan (Ba’dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orangtua

Penggugat  selama  1  tahun  di  Gampong  Manyang  Cut  Kecamatan

Meureudu  dan  diantara  sudah  dikaruniai  1  orang  anak  yang  Bernama

Disclaimer
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ANAK lahir di Pidie Jaya, tanggal 25 Desember 2019;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah

dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit

didamaikan sejak pertengahan tahun 2019;

4. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret tahun 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut

adalah karena;

5.1. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar;

5.2. Tergugat tidak mencukupi nafkah keluarga;

5.3.Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  selama  4  Tahun

tanpa nafkah apapun lagi;

6. Bahwa  sejak  berpisahnya  Penggugat  dan  Tergugat,  maka  hak  dan

kewajiban  suami  isteri  tidak  terlaksana  sebagaimana  mestinya  karena

sejak  saat  itu  tergugat  tidak  lagi  melaksanakan  kewajibannya  sebagai

suami terhadap penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa

rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan

lagi  karena  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  yang

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa  Penggugat  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  sebagai

berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak satu  ba’in sugra  Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya; 
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Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah

dipanggil  pada  alamat  domisili  elektronik  Penggugat  melalui  akun  e-Court

Penggugat,  dan  Tergugat  telah  dipanggil  di  tempat  tinggal  Tergugat  oleh

Jurusita Pengganti  Mahkamah  Syar’iyah Meureudu dengan panggilan Surat

Tercatat  melalui  PT.  POS  Indonesia,  panggilan  tersebut  dilakukan  secara

resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut pada tanggal dan hari  sidang

yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke

persidangan (in person);

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  dan  Tergugat  menyatakan  telah

kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim,

baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka

Penggugat  selanjutnya menyatakan mencabut  gugatannya dan selanjutnya

mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses

pemeriksaan perkara  ini  dinyatakan telah  selesai  sehingga tidak  perlu  lagi

dilanjutkan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mendamaikan kedua belah pihak

yang  berperkara,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  menyatakan  kembali

rukun sebagai  suami  isteri,  oleh  karenanya  perkara  ini  tidak  sampai  pada

tahapan mediasi;

Menimbang,  bahwa  karena  Penggugat  telah  berdamai  dengan

Tergugat  dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat

menyatakan mencabut gugatannya;
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Menimbang,  bahwa  pencabutan  perkara  oleh  Penggugat  tersebut

tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi

pula  Tergugat  telah  hadir  dalam persidangan dan menyatakan benar  telah

kembali  rukun, untuk  itu  maksud  Penggugat  untuk  mencabut  gugatannya

dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan pencabutan  perkara

tersebut  diajukan  setelah  berkas  perkara  didaftarkan  dalam  buku  register

perkara  dan  diproses  di  Mahkamah  Syar’iyah  Meureudu,  maka harus

diberikan catatan tentang pencabutan dalam register tersebut oleh Panitera

Mahkamah Syar’iyah Meureudu;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  gugatan  Penggugat

tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  ini  menyangkut  bidang

perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  seluruh  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Memperhatikan  segala  peraturan  dan  kaidah  hukum  yang

berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1/Pdt.G/2025/MS.Mrd dari Penggugat;

2. Memerintahkan  Panitera  Mahkamah  Syar’iyah  Meureudu  untuk

mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan  kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  sejumlah

Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  berdasarkan  pertimbangan  Hakim  Mahkamah

Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Januari
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2025 Masehi  bertepatan dengan tanggal  23 Rajab 1446 Hijriah  oleh  Agus

Sanwani  Arif,  S.H.I. sebagai  Hakim Tunggal  berdasarkan  Surat  Keputusan

Ketua Mahkamah Agung Nomor 280/KMA/HK.05/8/2019 tanggal  6  Agustus

2019  tentang  Pemberian  Izin  Sidang  Hakim  Tunggal,  penetapan  tersebut

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Tunggal tersebut dan didampingi oleh Fauzi, S.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.
Panitera Pengganti,

dto.

Fauzi, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp  30.000,00

-  Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp  34.000,00

-  PNBP : Rp  20.000,00

-  Redaksi : Rp  10.000,00

-  Meterai : Rp         10.000,00  

J u m l a h : Rp 204.000,00

                (dua ratus empat ribu rupiah)
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